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APA HUBUNGAN PANCASILA 
DAN KEBIJAKAN PUBLIK?

Oleh: Xaverius Chandra

“Camkanlah, Negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah 
dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-undang Dasar 1945, terutama belum dapat me-
laksanakan Pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.” (Mohammad Hatta)1

Abstact
The quote of Mohammad Hatta’s statement should have triggered Indone-

Pancasila is the basis of the state so that it also underlies public policy in Indone-

were made for the 2018 Faculty of Philosophy Extension Course which raised the 
theme of general good in relation to public policy.
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1.  Meletakkan Hubungan antara Pancasila dan Kebijakan   
 Publik

-
merintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tsb, dan apa akibat dari tin-
dakan tersebut.”2 -

 MOHAMMAD HATTA, Pengertian Pancasila, 
2 Dalam SURYA FERMANA, Kebijakan Publik. Sebuah Tinjauan Filosofis. Ar-Ruzz Media, 
 Yogyakarta,2009,  h. 34.



14

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-ham-
3 
-

4 -

-
intah yang disusun untuk kepentingan publik.5

6 -
ipada kebaikan umum (common good, bonum commune
publik adalah tak lain daripada kebaikan umum ini. Negara dan pemerintahnya 

-

dunia.” 
-

-

7

-

dapat dimengerti sebagai pengantar 

-

3 Dalam DWIYANTO INDIAHONO, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Gava 
 Media, 2009, h. 18.

 Dalam SOLICHIN ABDUL WAHAB, Pengantar Analisis Kebijakan Public, UMM Press, Malang, 
 2008, h. 46.

 Dalam SURYA FERMANA, Op. cit., h. 34-35.
6 EDI SUHARTO, Kebijakan Sosial sebagai Kebikan Publik, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 3.

 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang 
 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mema
 jukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan keter  
 tiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka dis  
 usunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara   
 Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang    
 berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan   
 Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh    
 hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu   
 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”



ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
-

Pan-

-

philosophisce grondslag (dasar 
weltanschauung -

-
-

8

kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan 
kemerdekaan -
daulat sempurna.”9 -

10

 SOEKARNO, Pantja-Sila sebagai Dasar Negara, jilid I
 MOHAMMAD HATTA, Pengertian Pancasila

10 

 (MOHAMMAD HATTA, Ibid.,
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11 12

13

14

-

-

15

dies natalis -
staatsfun-

damentalnorm
16

-
kategori imperatif dalam kehidupan 

negara”,  norma yang terdekat -
-

17

-

-

-

11 Ibid.,
12 Ibid., h. 19.
13 Ibid., h. 11.
14 Ibid., 12

 NOTONAGORO, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Pantjuran Tudjuh, Djakarta, 1980, h. 15
16

staats fundamentalnorm 
 

Pancasila Sebagai Ideologi dalam Bidang   
 Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

 A. SUDIARJA dkk, Karya Lengkap Driyarkara
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-

-

bidang kehidupan negara.19

-

dari luar dirinya, serta bersedia mengalami pembaharuan.20Menurut Abdurrahman 
-

dalam lima sila.21

-

-
Akan tetapi, apa artinya 

22 Menurut 

23

-

 A. HAMID S. ATTAMIMI, dalam OETOJO OESMAN (ed.), Op. cit.,
19 SOERJANTO POESPOWARDOJO, Filsafat Pancasila, Sebuah Pendekatan Sosio-Bu  
 daya,
20 Ibid., h. 12.
21

 OETOJO OESMAN (ed.), Op. cit., h. 163.
22  NOTONAGORO, Op. cit., h.  40.
23 Dalam OETOJO OESMAN (ed.), Op. cit., h. 163



-
litik.24

dipergunakan sebagai dasar mengatur-menyelenggarakan pemerintahan Nega-
ra.”25

26

2.  Apakah Prinsip-prinsip Moral yang dapat Ditarik dari
 Pancasila?

27

-
28Dengan 

-
Panitia 

-

-
29 -

24 SOERJANTO POESPOWARDOJO, Op. cit., h. 9.
 DARJI DARMODIHARJO, Pancasila. Suatu Orientasi Singkat, Aries Lima, Jakarta, 1982, h 21.

26 Darji Darmodiharjo menyebut bahwa “Pancasila sebagai norma fundamental sehingga ia   
 berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Sebagai cita-cita seharusnya ia selalu diusahakan untuk   
 dicapai oleh tiap manusia indonesia.” (DARJI DARMODIHARJO, Ibid, h. 25.)

 Prinsip-prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini, adalah prinsip untuk   
 Indonesia Merdeka yang abadi.”

 Tentang ini lih. a.l: M. HATTA, dkk, Uraian Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1977, h. 35 & 75;   
 MUH. YAMIN, Naskah Persiapan Undang undang Dasar 1945, jilid I, h. 69-76.
29 SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO, Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, Alumni, Ban  
 dung, 1969, h. 6. 
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lak ukur bagi benar tidaknya klaim mengenai isi dari sila-sila.30

-
31 Hal serupa 

-
32

33 Di masa Orde 
Ketetapan 

-

2. 1.  Ketuhanan yang Maha Esa

-

-
pai kebahagiaan dan keselamatan masyarakat dan perdamaian serta persauda-
raan bangsa-bangsa di dunia.34

ke-Tuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti 

30 SOEDIMAN KARTOHADIPRODJO, Ibid., h. 26-27.
31 NOTONAGORO, Op. cit., h. 39.
32 EKA DARMAPUTERA, PANCASILA: Identitas dan Modernitas. Tinjauan Etis dan Budaya, BPK   
 Gunung Mulia, Jakarta, 1997, h 159.  

33 EKA DARMAPUTERA, Op. cit., h. 130.

34 MOHAMMAD HATTA, Pengertian Pancasila, h. 28.
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keagamaan atau bagi paksaan agama.”35 -
36

37 Sikap 
-

sia yang mengakui kedaulatan Tuhan dan menyerahkan diri serta mengabdi untuk 
38 

Kalau pendapat-pendapat itu diringkas maka untuk sila Ketuhanan yang Mahaesa 

2. 2.  Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
-
-

sia di mana di dalamnya ada usaha membela keadilan, melakukan perbuatan baik, 
-

39 

-
40

41 
-

hana.”42  Di samping adil, pada kemanusiaan itu ada penghargaan pada semua 
43 Se-

-

sesuai dengan martabatnya, tidak suka melihat sesamanya menderita, kelaparan, 

kebudayaan, mengkultivir ilmu pengetahuan, teknik, penggarapan alam, melihat 
dirinya sendiri dalam kesatuan dengan sesama dalam masyarakat, tidak mengenal 

-

 NOTONAGORO, Op. cit
36 NOTONAGORO, Ibid., h. 79.

 A. SUDIARJA, dkk., Op. cit
 Ibid., h. 874.

39 MOHAMMAD HATTA, Op. cit., h. 29.
40 NOTONAGORO, Op. cit., h. 87.
41 Ibid., h. 91.
42 Ibid, h. 90-91.
43 Ibid., h. 92.
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kritis terhadap negara dan penguasa pemerintah.”44 -
-
-

atau pembangunan ke arah keluarga dunia.45

berkeutamaan. 

2. 3.  Persatuan Indonesia
M -

46

-

-

47 
48 Dari N -

-
lihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan kesatuan kebangsaan.”49 Dari 

50Dari sila ini dapat ditarik suatu 

2. 4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per
 musyawaratan perwakilan

-

-
Saja jakin, 

bahwa sjarat jang mutlak untuk kuatnja Negara Indonesia ialah permusjawara-
tan, perwakilan

44 A. SUDIARJA dkk., Op. cit., h. 956-959.

 Ibid., h. 874.
46 MOHAMMAD HATTA, Op. cit., h. 32.

 MOHAMMAD HATTA, Ibid.,
 Ibid., h. 33.

49 NOTONAGORO, Op. cit
 DRIJARKARA, Op. cit., h. 874.
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-
51

52

sama dalam hukum dan pemerintahan.53

-

54 Dengan kerakyatan hendakdisampaikan 
-

55 Di samping itu, hendak ditekankan 
-

 
56 -

-

-
ya.”57 -

-

semua buat satu”  .58 Realitas 
59 
-

uarga yaitu satu buat satu dan buat semua, semua buat satu dan buat semua.”60 

  NOTONAGORO, Op. cit., h. 33.

 Ibid., h. 34.

 Loc. cit.

 Ibid., h. 121
 Ibid., h. 122-123

 Ibid., h. 122

 Ibid., h. 123

 Ibid.,
 Ibid.,

60 Ibid., h. 129
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-
sama yang sebak-baiknya.”61 -

-
-

menolak rasa kuasa, rasa 
dominasi, rasa raja.” Menurutnya pula suatu kedudukan adalah untuk mengabdi 

62 Kalau pengertian-pengertian tentang sila keempat di atas diringkas, 
-

2. 5.  Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

politiek”) 
-

63

64 -

buat semua.”65

66 
-

empatkan kepentingan umum di atas kepentingan individual.67 Sementara itu, bagi 

61 Ibid., h. 133.
62 A. SUDIARJA, Op. cit., h. 875
63 MOHAMMAD HATTA, Op. cit., h. 34. 
64 NOTONAGORO, Op. cit., h. 144.

 Ibid., h. 137.
66 Ibid., h. 154-155.

 Ibid.,
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-
68 Dari pandangan-pan-

-

3.  Dapatkah Pancasila Diimplementasikan menjadi Dasar   

-

-
-

perbedaan di dalamnya.69

-

Baru seperti mekanisme pemaksaan untuk itu. 

-
blik harus diimplementasikan dalam praktik yang mana ini menuntut usaha-usaha. 

-
70

 A. SUDIARJA, Op. cit
69 “Aku gali kembali dan   

 “
 Tetapi, saudara-saudara, diterima atau tidak, terserah saudara-saudara. Tetapi saya sendiri 

Weltaschauung
Weltanschauung

 gan. 



-

71

-

antara syarat itu menurut kami adalah sbb:
-

-

-

-

-

ini?

-

publik. -
lu berdasar pada peraturan perundang-undangan.72

-
-

 MOHAMMAD HATTA, Op. cit., h. 19.
 Dalam JOKO WIDODO, Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan 

 Public, Bayu Media, Malang, 2008, h. 14.



26

-

73 -

74 -
-

75

mendasari peraturan hukum atau perundangan, namun bila pemerintah, baik di 
-

-

-

-
-

pemerintah.76

-
-

 MOHAMMAD HATTA, Op. cit., h. 21.

 KAELAN, Pendidikan Pancasila
 Dalam Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur negara nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pe  

 doman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan   
 Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

 XAVERIUS CHANDRA, “Kebaikan Umum Menurut Aristoteles“, dalam UNTARA, SIMON  
 & Hendrawan, DATU (eds.), Bonum Commune dalam Filsafat Barat, Kanisius, Yogyakarta, 2017,   
 h. 63-80.



-

-
-

negara lainnya, khususnya generasi muda, untuk memiliki keutamaan-keutamaan 

-

-

membentuk karakter-karakter mereka.
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